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Penulisan skripsi ini menitik beratkan penelitian tentang Optimalisasi 
Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Sebagai Upaya Mencegah Residivis 
(Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng. 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ntuk mengetahui 
faktor-faktor apa yang memengaruhi narapidana melakukan residivis, dan Untuk 
mengetahui bagaimana bentuk pembinaan narapidana agar tidak terjadi Residivis 
di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bantaeng. 
Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Bantaeng, tepatnya di Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng. Metode pendekatan yang digunakan dalam 
penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan wawancara, observasi, kuisioner, dan dokumentasi. 
Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan dianalisis dengan 
menggunakan studi analisis kuantitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa faktor-
faktor yang memengaruhi narapidana melakukan pengulangan tindak pidana 
yaitu: masalah ekonomi, lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan dari orang 
tua, peran dari perkembangan informasi dan teknologi yang berdampak negatif, 
kurangnya pendidikan dan bentuk pembinaan yang dilakukan petugas Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng dalam mencegah terjadinya pengulangan 
tindak pidana sama seperti pembinaan narapidana pada umumnya diantaranya, 
pembinaan mental kerohanian. Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Bantaeng juga memberikan program pelatihan dan pembinaan keterampilan 
seperti pembuatan kerajinan tangan dengan memanfaatkan bahan bekas seperti 
pembuatan asbak, lemari, cermin, bingkai foto dari Koran, pembinaan menjahit, 
pembinaan budi daya ikan, pembinaan memperbaiki kendaraan motor, pembinaan 
pembuatan pagar besi bagi narapidana sebagai bekal modal kerja selepas 
menjalani masa pidananya. 
Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan pembinaan yang diberikan 
kepada narapidana lebih optimal, maka perlu dilakukan kerjasama dengan 
masyarakat dan diharapkan melakukan pembinaan khusus kepada narapidana 
residivis. Agar pembinaan berjalan dengan baik, maka sumber daya manusia 
petugas pemasyarakatan perlu tambah dan ditingkatkan sehingga memiliki bekal 






A. Latar Belakang Masalah 
Manusia sejak lahir di dunia pasti bergaul dengan manusia lain di dalam 
suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula seseorang melakukan 
interaksi dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas 
pula daya cakup interaksinya dengan manusia lain di dalam masyarakat. Lama-
kelamaan interaksi tersebut dapat memengaruhi tingkah lakunya.
1
 
Sejalan dengan perkembangan tersebut, hukum terus berkembang dan 
mengalami perubahan tertatih-tatih mengikuti kebutuhan manusia guna mengatur 
segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional sesuai dengan 
amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
(UUD 1945) yang terdapat beberapa cita-cita bangsa antara lain ikut 
melaksanakan ketertiban dunia. Begitupun di dalam sistem penjara di Indonesia 
yang telah mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem 
pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 .
2
 
Sistem kepenjaraan atau teori pembalasan dianggap tidak sesuai karena 
perlakuan terhadap narapidana yang cenderung bersifat pembalasan atas kejahatan 
atau pelanggaran yang telah dilakukannya. Menurut Immanuel Kant, dasar 
pembenaran dari suatu pidana itu terdapat di dalam apa yang disebut 
                                                           
1Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2011), h. 1. 
 
2Hariyanto Dwiatmojo,“Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana 
Narkotika”, Jurnal Perspektif Volume XVIII no. 2  (2013) edisi Mei, h. 64. 
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Kategorischen Imperativ  yakni menghendaki agar setiap perbuatan melawan 
hukum itu harus dibalas dan kejahatan yang tidak dibalas itu merupakan suatu 
ketidakadilan.
3
 Dalam sistem ini seseorang pelanggar hukum yang telah terbukti 
bersalah akan diberi hukuman dan diperlakukan dengan tindakan-tindakan keras 
dan kasar sebagai balasan atas kejahatan yang telah dilakukannya. Rupanya hal 
tersebut sudah tidak relevan lagi untuk digunakan dan bertentangan dengan 
falsafah Pancasila yang menitikberatkan pada pembinaan dan pengayoman, 
sehingga lahirlah konsepsi Pemasyarakatan yang mengutamakan pembinaan dan 
pengayoman terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum.
4
 
Dalam Alqur’an juga dijelaskan tentang penjara dan lembaga 
pemasyarakatan sebagaimana firman Allah swt. Dalam QS Al-Maidah/5:33. 
   
   
   
    
   
   
    
     
     
       
Terjemahannya: 
”hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan 
membuat kerusakan dibumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong 
tangan dan kaki mereka secara silang, atau di asingkan dari tempat 
                                                           
3Djiman Samosir, Penologi dan Pemasyarakatan (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), h. 202. 
 
4Muqtadir,“TujuanPemasyarakatan”.http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.co.id/2
011/10/sistem-pemasyarakatan.html/ (10 September 2017) 
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kediamannya yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di 
akhirat mereka mendapat azab yang besar”.5 
 
Menurut Sayyid Quthb kejahatan yang diberikan sanksi sebagaimana 
dalam naskh ini ialah tindakan melawan imam (pemerintah) Muslim yang 
mengatur pemerintahan yang sesuai dengan syariat islam. Barang siapa yang 
membunuh tetapi tidak mengambil hartanya, maka ia dijatuhi hukuman bunuh. 
Barang siapa yang mengambil harta tapi tidak membunuh dijatuhi hukuman 
potong tangan. Dan barang siapa yang menakut-nakuti orang lewat tanpa 
membunuh dan tidak mengambil harta, maka ia dijatuhi hukuman pengasingan.
6
 
Sehingga pengasingan yang dilakukan menurut Al-qur’an untuk zaman sekarang 
adalah dengan menempatkan pelaku tindak pidana tersebut kedalam Lembaga 
Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. 
Pada hakikatnya fungsi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yaitu untuk 
mendidik, membina dan membimbing narapidana, salah satunya dengan 
mengubah pola pikir dan perilaku serta mental narapidana yang sedang menjalani 
hukuman. Tetapi pada pelaksanaannya, terdapat juga narapidana yang menjalani 
proses pembinaan di Rumah Tahanan (RUTAN). Hal tersebut terjadi karena 
beberapa alasan, salah satunya di suatu daerah hanya terdapat RUTAN atau 
sebaliknya hanya terdapat LAPAS sehingga konsekuensinya petugas harus lebih 
professional dalam menjalankan tugasnya, jangan sampai proses pembinaan 
narapidana diberikan juga kepada tersangka atau terdakwa atau sebaliknya, 
sekalipun menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 
                                                           
5
Kementrian Agama RI, Al-Quran Terjemahan Tafsir (Bandung: Syamil Quran, 2011), 
h.113. 
6
Muhammad Irham, ”Efektivitas Lapas Kelas II Maros dalam Membina Narapidana 
Perspektif Hukum Islam”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2014), h. 6. 
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Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan 
Negara menjelaskan mengenai persamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh 
narapidana dan tahanan. 
Melihat realitas seperti itu, Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan 
memang tidak lebih dari sekumpulan orang-orang jahat (melanggar hukum 
pidana), yang dikumpulkan menjadi satu, lalu saling mereka bertukar pikiran dan 
menjadi penjahat yang lebih tinggi kelasnya sehingga tidak menutup 
kemungkinan narapidana tersebut bila sudah keluar dari Lembaga 
Pemasyarakatan/Rumah Tahanan bukannya menjadi lebih baik akan tetapi 
sebaliknya dia akan mengulangi kembali perbuatan jahatnya tersebut yang 
kemudian menjadi Residivis. Selain itu hal tersebut juga disebabkan karena tidak 
dapat dipisahkan lagi, mana penjahat yang harus dibina sangat keras, seperti 
kejahatan kelas kakap, dengan pembinaan yang sangat lunak, sehingga tidak 
mustahil mereka akan bertukar pikiran antara narapidana yang satu dengan 
narapidana yang lainnya, karena jumlah sipir yang tidak seimbang dengan jumlah 
narapidana.  
Pembinaan yang diberikan oleh Rumah Tahanan seperti pelatihan kerja 
atau keterampilan, seringnya hal tersebut tidak sesuai dengan karakteristik, minat 
dan keinginan narapidana, atau tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi 
diluar lembaga. Ketertinggalan teknologi dan tidak bervariasinya pemberian 
keterampilan justru menyebabkan kegiatan menjadi tidak efektif, dengan biaya 
produksi yang tinggi dan hasil yang tidak maksimal menjadi salah satu faktor 
dominan munculnya seseorang bekas narapidana melakukan kejahatan lagi. Maka, 
    4 
tidak terlalu mengherankan bila hal tersebut menyebabkan kebanyakan bekas 
narapidana menemui kesulitan untuk berintegrasi kembali kedalam masyarakat. 
Stigma negatif yang menempel pada label bekas narapidana menyebabkan 
banyak perusahaan atau majikan tidak mau menerima mantan narapidana sebagai 
pegawainya. Apabila mantan narapidana tidak diperlakukan secara adil sebagai 
warga masyarakat biasa yang telah menebus kesalahan, maka akibat yang paling 
buruk adalah mereka akan dapat mengulangi kembali tindakan pelanggaran 
hukumnya. Adapun problem ketika narapidana tersebut bebas dari penjara, 
banyak biasanya mantan narapidana tersebut harus bisa mencari biaya untuk 
hidup. Sedangkan uang dikantong tidak ada, tetapi gelar narapidana sudah 
dikantongi. Akhirnya dengan terpaksa mantan narapidana tersebut dapat 
melakukan atau mengulangi kejahatannya. 
Sehubungan dengan hal tersebut, kehadiran Lembaga Pemasyarakatan 
dan Rumah Tahanan perlu tetap dipertahankan eksistensinya, oleh karena tujuan 
utamanya adalah untuk mendidik, membina para narapidana agar kelak setelah 
mereka menjalani hukumannya, dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan 
menjadi warga yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. 
Perlu ditegaskan bahwa narapidana bukanlah hama atau sampah masyarakat 
yang harus dicampakkan dan dimusnahkan, melainkan narapidana itu juga adalah 
warga negara, warga masyarakat yang tetap mempunyai hak-hak, sehingga perlu 
diberikan pembinaan. 
Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pelaku residivis perlu 
pembinaan dan perhatian serius dari petugas Rumah Tahanan Bantaeng dan 
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sebagai upaya pencegahan pelaku tindak pidana melakukan residivis, hal inilah 
yang menjadi pertimbangan penulis untuk menjadikan Optimalisasi pembinaan 
narapidana di rumah tahanan sebagai upaya mencegah residivis sebagai objek 
penelitian. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup 
yang akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini, peneliti memfokuskan 
penelitiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi seorang narapidana 
menjadi residivis di Rumah Tahanan Negara kelas II B Bantaeng 2012-2017 serta 
bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan dalam 
mencegah terjadinya pengulangan kejahatan residivis di Kota Bantaeng.  
 
C. Rumusan Masalah 
1. Apakah faktor-faktor yang memengaruhi seorang narapidana melakukan 
Residivis? 
2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Rumah Tahanan Negara kelas 
IIB Bantaeng untuk mengoptimalkan pembinaannya dalam mencegah 
terjadinya Residivis? 
 
D. Kajian Pustaka 
Agar dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan dalam penelitian 
ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa literatur yang berkaitan dengan 
pembahasan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut: 
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C. Djiman Samosir, 2016 dalam bukunya, Penologi dan Pemasyarakatan 
(Nuansa Aulia; Bandung) menjelaskan tentang lembaga pemasyarakatan sebagai 
wadah pembinaan narapidana, fungsi lembaga pemasyarakatan, hak-hak warga 
binaan dan peranan masyarakat dalam pembinaan narapidana. 
Mahrus Ali, 2012 dalam bukunya, Dasar-dasar Hukum Pidana (Sinar 
Grafika; Jakarta Timur) menjelaskan tentang perbuatan pengulangan (Recidive 
Delicten) yang diatur dalam KUHP pasal 486 sampai pasal 488 KUHP merupakan 
dasar pemberatan pidana. 
P.A.F Lamintang, 1988 dalam bukunya, Hukum Panintensier Indonesia 
(Armico; Bandung)  membahas tentang sistem pemasyarakatan yang dimana tidak 
mengenal kualifikasi narapidana berdasarkan jenis pidana pokok. 
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa., 2016 dalam bukunya, Kriminologi 
(Rajawali Pers; Jakarta) intinya menjelaskan tentang faktor-faktor yang 
menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. 
Adam Chazawi, 2014 dalam bukunya, Pembelajaran Hukum Pidana 
(Rajawali Pers; Jakarta) dalam sebuah bab bukunya menjelaskan tentang dasar 
pemberatan pidana karena pengulangan (Recidive). 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan diantaranya menjelaskan mengenai hak-hak narapidana, sistem 
pemasyarakatan, fungi pemasyarakatan dan sistem pembinaan narapidana. 
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan 
menjelaskan tentang larangan dan kewajiban narapidana. 
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 
menjelaskan tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan 
pemasyarakatan. 
”Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara ( Studi di Rumah 
Tahanan Kelas IIB Soppeng)”. Skripsi yang disusun pada tahun 2017 oleh 
Puspitasari yaitu membahas tentang metode pembinaan yang diterapkan di Rumah 
Tahanan Kelas IIB Soppeng dan kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan. 
Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penyusun yakni dalam hal 
pembahasan pembinaan narapidana, tetapi penyusun lebih menekankan pada 
pembinaan narapidana residivis. 
”Tinjauan Kriminologis Terhadap Remaja Sebagai Residivis di Kota 
Makassar (Studi Kasus 2012-2014)” skripsi yang disusun pada tahun 2015 oleh 
Agung Hidayat yakni membahas faktor-faktor yang penyebab remaja di kota 
Makassar mengulangi kejahatan yang telah dilakukannya dan upaya 
penanggulangannya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penyusun 
yakni dalam hal faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa seseorang melakukan 
pengulangan kejahatan tetapi penyusun tidak mengkhususkan kepada remaja. 
Berdasarkan sumber literatur di atas, penulis berinisiatif untuk membahas 
Optimalisasi Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara karena belum ada 
satupun yang pernah menjadikan sebagai karya tulis ilmiah, meskipun dalam 
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E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini 
sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang memengaruhi narapidana 
melakukan Residivis. 
b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pembinaan narapidana agar tidak terjadi 
Residivis di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bantaeng. 
2.  Kegunaan penelitian 
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini 
diharapkan dapat meberikan kegunaan, sebagai berikut: 
a. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan 
bagi para pembaca tentang bagaimana pembinaan narapidana di Rumah Tahanan 
sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan undang-undang yang mengatur. 
Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memperoleh pencerahan 
tentang permasalahan hukum yang dihadapi sehingga dapat menjadi dasar 
pemikiran yang teoritis, bahwa suatu perundang-undangan yang ada belum tentu 
berjalan sesuai, serta sempurna dalam prakteknya. 
b. Manfaat Praktis 
a) Bagi penulis, penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan informasi 
dalam menganalisa serta sebagai suatu pemecahan masalah-masalah 
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terhadap permasalahan-permasalahan yang penulis hadapi, khususnya 
mengenai Optimalisasi Rumah Tahanan dalam pembinaan narapidana. 
b) Bagi petugas Rumah Tahanan hasil penelitian ini dapat digunakan 
sebagai referensi dalam hal membuat perencanaan pembinaan narapidana 
yang berlandaskan Undang-undang Pemasyarakatan. 
c) Bagi pembuat kebijakan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dan 
sebagai bahan dalam mengambil dan membuat kebijakan yang akan 






















1. Pengertian Narapidana 
Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah “Terpidana yang menjalani pidana 
hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”. Sementara mengenai 
terpidana itu sendiri tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “terpidana adalah seseorang yang dipidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa narapidana berarti orang yang melakukan tindak 
pidana dan berdasarkan putusan pengadilan ditetapkan sebagai terpidana yang 
menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan 
namun memiliki hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan 
Indonesia. 
Setiap narapidana terikat oleh suatu kewajiban dan larangan yang harus 
dipatuhi. Hal ini diatur dalam pasal 3 dan pasal 4, Peraturan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib 






                                                           
7Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 
2013, tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. 
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Pasal 3 
Setiap Narapidana atau Tahanan wajib :  
a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang 
dianutnya serta memelihara kerukunan Beragama; 
b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan; 
c. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas; 
d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan; 
e. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan; 
f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan 
yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; 
g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. 
 
Pasal 4 
Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:  
a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain 
maupun dengan Petugas Pemasyarakatan; 
b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual; 
c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian; 
d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas 
atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;  
e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan 
tugas; 
f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga 
lainnya; 
g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi 
narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang 
berbahaya; 
h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi 
minuman yang mengandung alkohol; 
i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, 
dan/atau alat elektronik lainnya; 
j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop 
atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan 
sejenisnya; 
k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian; 
l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya; 
m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan 
ledakan dan/atau kebakaran; 
n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, 
terhadap sesame Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau 
tamu/pengunjung; 
o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat 
menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban; 
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p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan Laki-
laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis; 
q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas 
Pemasyarakatan; 
r. Melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan 
keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, 
pengunjung, atau tamu; 
s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan; 
t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan; 
u. Menyebarkan ajaran sesat; dan  
v. Melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan 
dan ketertiban Lapas atau Rutan.  
 
 
2. Hak-hak Narapidana 




a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;  
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;  
e. Menyampaikan keluhan; 
f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 
tidak dilarang; 
g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu 
lainnya; 
i. Mendapat pengurangan masa pidana; 
j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.  
k. Mendapat pembebasan bersyarat; 
l. Mendapat cuti menjelang bebas; 
m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
 
Selanjutnya hak-hak reintegrasi warga binaan pemasyarakatan di 
implementasi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
                                                           
8Djiman Samosir, Penologi dan Pemasyarakatan (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), h. 202. 
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1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan, selanjutnya diuraikan sebagai berikut :
9
 
a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya  
Setiap warga narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk 
melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang disesuaikan 
dengan program pembinaan dan pada setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib 
disediakan petugas untuk memberikan dan bimbingan keagamaan dan kepala 
Lembaga Pemasyarakatan dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, 
badan kemasyarakatan atau perorangan. 
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani  
Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat 
perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui bimbingan rohani dan 
pendidikan budi pekerti. Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan 
tersebut, kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerjasama dengan instansi 
terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.  
hak perawatan jasmani berupa :  
a) Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;  
b) Pemberian perlengkapan pakaian; dan  
c) Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.  
Pemberian perlengkapan tersebut dilaksanakan segera setelah terpidana 
selesai didaftar.  
 
                                                           
9Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan 
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
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c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran  
Setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan petugas pendidikan 
dan pengajaran yang diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada 
lembaga pendidikan yang sederajat. Dalam pelaksanaan pendidikan dan 
pengajaran tersebut, kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerjasama dengan 
instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan 
kebudayaan. Dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang 
pendidikan dan pengajaran. Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan 
membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam 
Lembaga Pemasyarakatan, maka dapat dilaksanakan di luar Lembaga 
Pemasyarakatan. Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah 
berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran berhak memperoleh Surat 
Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang. 
d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makan yang layak  
Pada setiap Lembaga Pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta 
fasilitasnya, sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan 
lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Apabila dari hasil pemeriksaan 
kesehatan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka 
penderita tersebut dirawat secara khusus. Apabila penderita memerlukan 
perawatan lebih lanjut, maka dokter Lembaga Pemasyarakatan memberikan 
rekomendasi kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan agar pelayanan kesehatan 
dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar Lembaga Pemasyarakatan 
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yang mana harus mendapat izin tertulis dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan 
serta wajib mendapat pengawalan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan ataupun 
petugas kepolisian bila perlu. Dalam hal biaya perawatan ditanggung kepada 
Negara.  
Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan makanan dan 
minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan dan 
apabila terdapat narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang 
berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat 
diberikan makanan lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya dan tidak 
melampaui 1 ½ (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang sudah ditentukan 
bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Bagi narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan 
tambahan sesuai petunjuk dokter dan anak dari narapidana wanita yang dibawa ke 
dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan 
dapat diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama sampai anak 
berumur 2 (dua) tahun dan harus diserahkan kepada bapaknya atau anak keluarga. 
Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani puasa 
diberikan makanan tambahan. 
Kepala Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab atas pengelolaan 
makanan, yang meliputi :  
a) Pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan 
b) Kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi 
c) Pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.  
      16 
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Setiap narapidana dapat menerima makanan dari luar Lemabaga 
Pemasyarakatan setelah mendapat izin Kepala Lembaga Pemasyarakatan. 
e. Menyampaikan keluhan  
Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan 
keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau 
sesama penghuni terhadap dirinya apabila perlakuan tersebut benar-benar 
dirasakan dapat menganggu hak asasi atau hak narapidana dan anak didik 
Pemasyarakatan yang bersangkutan. Keluhan tersebut disampaikan secara lisan 
atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan. 
f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak 
dilarang  
Setiap Lembaga Pemasyarakatan menyediakan bahan bacaan, media 
massa yang berupa media cetak dan media elektronik untuk menunjang program 
pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak didik 
Pemasyarkatan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Mengenai tata cara peminjaman diatur oleh Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan disedikan sekurang-kurangnya 
1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik 
lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi 
dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam Lembaga Pemasyarakatan 
untuk kepentingan pribadi. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang 
dilakukan. 
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Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapat upah atau premi. 
Besarnya upah atau premi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yang mana harus dititipkan dan dicatat di Lembaga Pemasyarakatan. 
Upah atau premi tersebut akan diberikan kepada narapidana apabila diperlukan 
untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di Lembaga 
Pemasyarakatan atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana. 
g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya  
Setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berhak menerima 
kunjungan dari keluarga, penasihat hukum dan orang tertentu lainnya dan 
kunjungan tersebut dicatat dalam buku daftar kunjungan. Oleh karena itu, setiap 
Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) 
ruangan khusus untuk menerima kunjungan.  
Petugas pemasyarakatan yang bertugas di tempat kunjungan, wajib:  
a) Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung. 
b) Menggeledah pengunjung dan memeriksa bahan bawaannya. 
Dalam hal ini apabila ditemukan identitas palsu atau adanya barang 
bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
maka pengunjungan sebagaimana dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi 
narapidana dan anak didik pemasyarakatan.  
h. Mendapat pengurangan masa pidana  
Setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang selama menjalani 
masa pidana bekelakuan baik berhak mendapat remisi dan dapat ditambah apabila 
selama menjalani pidana, yang bersangkutan berbuat jasa kepada Negara  
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, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, atau 
melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. 
Ketentuan tersebut juga berlaku bagi narapidana dan anak pidana yang menunggu 
Grasi sambil menjalani pidana.  
i. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga  
Setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berhak mendapat 
asimilasi dengan ketentuan :  
a) Untuk narapidana dan anak pidana setelah menjalani pembinaan satu per 
dua masa pidana. 
b) Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik. 
c) Berkelakuan baik. 
Asimilasi dapat dicabut kembali apabila narapidana dan anak didik 
pemasyarkatan melanggar ketentuan asimilasi. Dalam hal asimilasi bagi 
narapidana dan anak didik pemasyarakatan dicabut sebagaimana dimaksud, maka:  
a) Bagi narapidana dan anak pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan 
pencabutan tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, 
cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga. 
b) Dalam hal narapidana dan anak pidana yang dicabut asimilasinya untuk 
kedua kalinya maka yang bersangkutan tidak diberikan hak asimilasi, 
pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi 
keluarga. 
c) Bagi anak Negara dan anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah 
dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengunjungi keluarga. 
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Cuti itu merupakan hak narapidana untuk meninggalkan lembaga 
pemasyarakatan untuk sementara waktu, jika narapidana tersebut telah memenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.
10
 Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat diberikan cuti 
berupa cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas. Hal ini tidak berlaku 
bagi anak sipil, cuti tersebut diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua 
kali dua puluh empat) jam.  
j. Mendapat pembebasan bersyarat  
Setiap narapidana dan anak didk pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, 
berhak mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani pidana sekurang-
kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per 
tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan. Sedangkan bagi 
anak Negara pembebasan bersyarat diberikan setelah mejalani pembinaan 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan 
dengan keputusan Menteri atas usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan dapat 
dicabut oleh Menteri atas usul Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam hal 
melangggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat.  
k. Mendapat cuti menjelang bebas  
Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada :  
a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa 
pidana sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan berkelakuan baik dengan 
                                                           
10P.A.F Lamintang, Hukum Panintensier Indonesia, (Bandung: Armico, 1988), h. 205. 
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cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) 
bulan; 
b. Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 ( tujuh belas) tahun 6 
(enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.  
m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
Hak lain yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah hak 
politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Seperti hak menjadi anggota 
partai, menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, surat menyurat dengan 
keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta izin keluar Lembaga Pemasyarakatan 
dalam hal-hal luar biasa. 
B. Sistem Pemasyarakatan Indonesia 
Lembaga Pemasyarakatan yang dulunya disebut penjara telah mengalami 
perubahan paradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana, 
dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan masyarakat. 
Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
1995 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa: 
“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah 
tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan”.11 
 
                                                           
11Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan. 
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Lembaga Pemasyarakatan Mempunyai tugas melaksanakan 
pemasyarakatan narapidana, untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga 
Pemasyarakatan mempunyai fungsi:  
a. Melakukan pembinaan narapidana. 
b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja. 
c. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana. 
d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga 
Pemasyarakatan. 
e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. 
Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, yaitu: 
a. Lembaga Pemasyarakatan kelas I: Kapasitas hunian standar 1500 orang. 
b. Lembaga Pemasyarakatan kelas II A: Kapasitas hunian standar 500-1500 
orang. 
c. Lembaga Pemasyarakatan kelas II B: Kapasitas hunian standar 500 orang. 
Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas hunian atau daya tamping 
narapidana dan juga berdasarkan tempat kedudukan dan kegiatan kerja petugas 
Lembaga Pemasyarakatan (berdasarkan stuktur organisasi yang berbeda-beda). 
 Perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke 
sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (treatment 
approach) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam 
menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang 
lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan pancasila dan 
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bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, interagtif.
12
 Dalam Pasal 1 angka 2 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan dijelaskan bahwa yang dimaksud sistem pemasyarakatan yaitu:
13
  
“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga 
binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu 
antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga 
binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara 
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.  
Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan telah dijelaskan mengenai apa pemasyarakatan itu sendiri:  
“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga 
Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara 
pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam 
tata peradilan pidana”. 
 
Seiring dengan berubahnya sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan 
yang berorientasi pada pembinaan, dan bertujuan untuk mempersiapkan 
narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga 
dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung 
jawab. 
Pada tahun 1990 Departemen Kehakiman mengeluarkan aturan dalam 
bentuk pola pembinaan bagi narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan yang 
intinya menetapkan antara lain:  
a. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara 
Pembina dan yang dibina 
                                                           
12Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia (Makassar: Mitra 
Wacana Media, 2014), h. 74. 
13Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan. 
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b. Pembinaan bersifat persuasif yaitu berusaha mengubah tingkah laku 
melalui keteladanan 
c. Pembinaan berencana terus-menerus dan sistematis  
d. Pembinaan kepribadian yang meliputi: 
a) Kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara; 
b) Intelektual kecerdasan; 
c) Kesadaran hukum; 
d) Kreterampilan dan mental spiritual. 
Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga 
binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi 
masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan 
pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari 
nilai-niai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk melaksanakan sistem 
pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan 
mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun sikap bersedia menerima 
kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.  
Salah satu tujuan diselenggarakan sistem pemasyarakatan yaitu untuk 
menjadi manusia seutuhnya. Yang dimaksud dengan agar menjadi manusia 
seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya 




 Fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan Warga Binaan 
Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga 




Mengenai tempat narapidana akan menjalani pemasyarakatan, dalam 
sistem pamasyarakatan tidak mengenal kualifikasi narapidana berdasarkan jenis 
pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah 
ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut sistem pemasyarakatan 
yang berlaku dewasa ini, antara lain:
16
 
a. Orang tidak mengenal perbedaan agama dan suku bangsa; 
b. Orang hanya mengenal perbedaan usia, hanya mengenal atau mengakui 
perbedaan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan lamanya pidana; 
c. Kualifikasi berdasarkan perbedaan usia, hanya mengenal atau mengakui 
perbedaan antara narapidana dewasa dan anak-anak; 
d. Kualifikasi berdasarkan perbedaan kelamin, hanya mengenal perbedaan 
antara narapidana pria dan wanita, kualifikasi berdasarkan lamanya pidana, 
dibuat perbedaan antara: 
a) Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana lebih dari lima 
tahun; 
                                                           
14Republik Indonesia, Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, 
tentang Pemasyarakatan.   
 
15Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan. 
 
16P.A.F Lamintang, hukum penitensir Indonesia,  h. 170-171. 
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b) Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana antara satu 
sampai dengan lima tahun;  
c) Narapidana dewasa ini dan anak-anak yang dijatuhi pidana kurang dari 
satu tahun.  
Sebagai dasar pembinaan ditetapkan beberapa prinsip pokok 
pemasyarakatan yaitu: 
a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal 
hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam masyarakat; 
b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah; 
c. Rasa taubat bukanlah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan 
bimbingan; 
d. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat dari 
pada sebelum iya masuk lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Untuk 
itu harus diadakan pemisahan antara: 
a) Yang residivis dan yang bukan residivis; 
b) Yang tindak pidana berat dan yang ringan;  
c) Macam tindak pidana yang dilakukan; 
d) Dewasa, dewasa muda, dan anak-anak; 
e) Laki-laki dan wanita; 
f) Orang terpidana dan orang tahanan/titipan. 
e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan 
kepada masyarakat dan tidak boleh di asingkan dari masyarakat; 
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f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi 
waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja. 
Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan Negara; 
g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila; 
h. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia 
meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa ia 
itu penjahat; 
i. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan. Maka perlu 
diusahakan supaya narapidana mendapat mata pencaharian untuk 
kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya; 
j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan 
system pemasyarakatan maka perlu didirikan lembaga pemasyarakatan atau 
sarana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tentang pembinaan. 
C. Pembinaan  Narapidana 
1. Pengertian Pembinaan Narapidana 
Sebelum membahas mengenai pembinaan narapidana, terlebih dahulu 
perlu diketahui apa itu pembinaan. Pembinaan adalah kegiatan untuk 
meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, 
perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan.
17
 Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: 
M.07-PK.03.10 Tahun 2001 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan 
                                                           
17
Republik Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 1999, tentang pembinaan 
dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.   
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menyatakan pengertian pembinaan adalah pembinaan meliputi tahanan, pelayanan 
tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien.  
a. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai 
penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan. 
b. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk 
memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana 
yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. 
c. Bimbingan klien adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki 
akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan diluar tembok.
18
 
Dalam melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, sebagaimana 
dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 sistem pembinaan 
dillaksanakan berdasarkan asas :  
a) Pengayoman;  
b) Persamaan perlakuan dan pelayanan;  
c) Pendidikan;  
d) Pembimbingan;  
e) Penghormatan harkat dan martabat manusia;  
f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan  
g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang 
orang tertentu. 
 
Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan terhadap narapidana 
dan anak didik pemasyarakatan dengan digolongkan atas dasar umur, jenis 
kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai 
dengan kebutuhan atau perkebangan pembinaan. Jadi ada pembeda mengenai 
pembinaan yang akan diberikan terhadap narapidana yang bersangkutan.  
                                                           
18Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.07-PK.03.10 Tahun 2001, tentang pola 
pembinaan Narapidana/Tahanan, Forum http;//www.Departemen hukumdan ham.co.id Ditjen pas 
search.  
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2. Tujuan Pembinaan  
Perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan 
pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya 
berangkat dari anggapan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. 
Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang masih memiliki potensi yang 
dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah 
sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum 
menjalani pidana.  
Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai tampak sejak 
1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan di lembaga, 
bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, jadi mereka yang menjadi 
narapidana bukan lagi dibuat jera tetapi dibina untuk kemudian dimasyarakatkan. 




a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak 
pidana; 
b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreativ dalam 
membangun bangsa dan negaranya; 
c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan 
mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. 
 
                                                           
19Djiman Samosir, Penologi dan Pemasyarakatan, h. 198. 
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3. Metode Pembinaan  
Metode pembinaan merupakan cara dalam penyampaian materi 
pembinaan, agar secara efektif dan efisien dapat diterima oleh narapidana dan 
dapat memberikan perubahan dalam warga binaan, baik itu perubahan dalam pola 
pikir, tingkah laku maupun dalam tindakan, penyampaian materi tidak saja 
berdasar pada kesiapan si pemberi materi saja, tetapi juga harus diperhatikan 
kesiapan dari warga binaan sendiri dalam menerimanya.  
Beberapa hal dari metode pembinaan, dapat diuraikan sebagai berikut:
20
 
a.   Metode pembinaan berdasarkan situasi  
Dalam pembinaan ini, terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan dari 
atas ke bawah dan pendekatan dari bawah ke atas. Pendekatan dari atas ke bawah 
adalah pembinaan yang berasal dari pembina, atau paket pembinaan dari warga 
binaan telah disediakan dari atas. Warga binaan tidak berkesempatan untuk 
menetukan jenis pembinaan tertentu yang telah disediakan. Pembinaan dari bawah 
ke atas adalah paket pembinaan yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan 
belajar bagi warga binaan. Kunci dari keberhasilan warga binaan adalah pandai-
pandainya seorang pembina mengenalkan warga binaan pada dirinya sendiri.  
b.  Pembinaan perorangan  
Pembinaan ini diberikan kepada warga binaan secara perorangan oleh 
pembina. Pembinaan perorangan tidak harus terpisah secara sendiri-sendiri tetapi 
dapat dilakukan secara berkelompok tetapi penanganannya sendiri-sendiri. 
Pembinaan ini dilakukan karena setiap warga binaan memiliki kematangan tingkat 
                                                           
20Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana  (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 20.  
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emosi, intelektual, dan logika yang berbeda-beda. Pendekatan ini akan sangat 
bermanfaat jika warga binaan punya kemauan untuk mengenal dirinya sendiri.  
c. Pembinaan secara kelompok  
Pembinaan yang dilakukan secara kelompok di sesuaikan dengan 
kebutuhan pembinaan yang ditentukan oleh pembina atau pembinaan sesuai 
dengan kebutuhan pembinaan yang dirasakan oleh warga binaan. Pembinaan ini 
dapat dilakukan dengan tanya jawab, simulasi, permainan peran atau 
pembentukan tim. 
d. Auto sugesti  
Auto sugesti adalah sebuah sarana atau alat yang digunakan untuk 
mempengaruhi bawah sadar manusia dengan cara memasukkan suatu tindakan, 
sesuai saran atau perintah untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan saran 
yang diberikan, melalui alam sadar untuk memepengaruhi alam bawah sadar. 
Pembinaan ini diperuntukkan bagi warga binaan yang sudah dapat mengenal 
dirinya, yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan sudah mempunyai 
kemauan kuat untuk berubah.  
4.  Tahap-tahap Pembinaan Narapidana  
Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, maka pemerintah membuat dan menetapkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan. Tujuan dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk 
meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, 
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sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan 
anak didik pemasyarakatan. Program ini di peruntukkan bagi klien.  
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan 
dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa program 
pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan 
kepribadian serta kemandirian yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:  
a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. Kesadaran berbangsa dan bernegara; 
c. Intelektual;  
d. Sikap dan perilaku;  
e. Kesehatan jasmani dan rohani;  
f. Kesadaran hukum;  
g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;  
h. Keterampilan kerja;  
i. Latihan kerja dan produksi. 
 
Sebagai suatu program, maka pembinaan yang dilaksanakan melalui 
beberapa tahapan. Pembinaan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai suatu 
kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:
21
 
1. Pembinaan tahap awal meliputi: 
a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 
(satu) bulan; 
b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; 
c. Pelaksanaan program pembinaan  kepribadian dan kemandirian; 
d. Penilaian pelaksaan program pembinaan tahap awal. 
2. Pembinaan tahap lanjutan meliputi: 
a. Perencanaan program pembinaan lanjutan; 
                                                           
21Djiman Samosir, Penologi dan Pemasyarakatan, h. 245-246. 
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b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan; 
c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; 
d. Perencaan dan pelaksanaan program asimilasi. 
3. Pembinaan tahap akhir meliputi: 
a. Perencanaan program integrasi;  
b. Pelaksanaan program integrasi; 
c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. 
Pada tahap akhir tidak dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan tetapi 
di luar Lembaga Pemasyarakatan yaitu Balai Pemasyarakatan.  
Adapun ruang lingkup pembinaan dapat dilakukan dalam dua bidang, yakni:  
1. Pembinaan kepribadian yang meliputi: 
a. Pembinaan kesadaran beragama; 
b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; 
c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan); 
d. Pembinaan kesadaran hukum;  
e. Pembinaan mengintegrasikan diri dan masyarakat. 
2. Pembinaan kemandirian 
Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program: 
a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan 
tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik dan 
sebagainya; 
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b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya 
pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi 
bahan setengah jadi dan jadi; 
c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-
masing, misalnya bagi mereka memiliki kemampuan dibidang seni, maka 
disalurkan keperkumpulan seniman untuk data mengembangkan bakatnya 
sekaligus mendapat nafkah; 
d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan 
pertanian (perkebunan) dengan menggunakan  teknologi madya atau 
teknologi tinggi misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu, pabrik 
tekstil, industri minyak, dan usaha tambak udang. 
D. Rumah Tahanan Negara  
Istilah Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara mulai ada 
sejak diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana. Dimana terdapat dalam Pasal 22 ayat 1 jenis 
penahanan dapat berupa:  
1. Penahanan Rumah Tahanan Negara 
2. Penahanan Rumah 
Kemudian lebih lanjut untuk melaksanakan hukum acara pidana tersebut 
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang dalam Bab III 
Pasal 18 sampai 25 diatur tentang Rumah Tahanan Negara. Pengertian Rumah 
Tahanan Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 1 
Nomor 2 disebutkan bahwa: 
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“Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat 
tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan.”22 
 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 
M.04PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan 
Negara dan Rumah Penyimpananan Benda Sitaan Negara Menteri Kehakiman RI, 
Rumah Tahanan Negara adalah pelaksana teknis di bidang penahanan untuk 
kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Kehakiman.  
Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan perawatan 
tahanan tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Rumah Tahanan 
mempunyai fungsi:  
a) Melakukan pelayanan tahanan; 
b) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rumah tahanan; 
c) Melakukan pengelolaan Rumah tahanan; 
d) Melakukan urusan tata usaha. 
Penempatan Narapidana di dalam Rumah Tahanan Berdasarkan 
Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. 
Alasan penempatan narapidana di dalam rumah tahanan terdapat pada 
Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lembaga 
                                                           
22Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan. Kemudian, dengan adanya 
Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang 
Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, 
Lembaga Pemasyarakatan dapat beralih fungsi menjadi Rumah Tahanan, dan 
begitu pula sebaliknya. Mengingat kondisi banyak Lembaga Pemasyarakatan yang 
ada di Indonesia telah melebihi kapasitas karenanya terdakwa yang telah 
menjalani perawatan di Rumah Tahanan dan berubah statusnya menjadi terpidana 
seharusnya harus pindah dari Rumah Tahanan untuk menjalani hukuman ke 
Lembaga Pemasyarakatan, namun banyak yang tetap tinggal di dalam Rumah 
Tahanan hingga masa pidana mereka selesai. 
Penerimaan narapidana sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan 
Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Selain itu dalam 
Pasal 10 dan 11 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 
pendaftaran sebagaimana mengubah status terpidana menjadi narapidana diterima 
oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Penempatan narapidana di dalam Rumah 
Tahanan juga diatur di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan 
Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Penerimaan, 
pendaftaran, dan penempatan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga 
berlaku pada saat masuk ke dalam Rumah Tahanan karena Rumah Tahanan juga 
difungsikan layaknya Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dilakukan karena 
kurangnya lembaga pemasyarakatan dalam menampung narapidana, sehingga 
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fungsi Rumah Tahanan berubah dan menyesuaikan apa yang dilakukan oleh 
lembaga pemasyarakatan. 
E. Perbuatan Pengulangan (Recidive Delicten) 
Dalam KUHP ketentuan tentang  residivis yang diatur di dalam Pasal 486 
sampai 488 KUHP merupakan dasar pemberatan pidana. Pengertian  residivis 
adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi 
pidana dengan keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena 
perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering 
melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah 
dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut recidivist. Kalau 
recidive menunjukan kepada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka 
recidivist menunjukan kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan 
pidana.  
Secara teoritis tiga bentuk pengulangan perbuatan, yaitu general recidive 
(pengulangan umum), special recidive (pengulangan khusus) dan tussen stelsel. 
Perbuatan yang termasuk general recidive adalah perbuatan seseorang yang telah 
diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan 
yang dilakukannya, kemudian menjalani pidana hingga bebas, belum melampaui 
waktu lima tahun ia melakukan kejahatan lagi yang berupa kejahatan apapun. 
Kejahatan yang kedua ini dapat saja sejenis dengan kejahatannya yang pertama, 
tetapi dapat juga berbeda dengan kejahatannya yang pertama. 
Special recidive adalah perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan, 
dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi pidana oleh hakim, kemudian ia 
 37 
melakukan kejahatan lagi yang sama atau sejenis dengan kejahatan yang pertama, 
maka persamaan kejahatan yang dilakukan itu kemudian merupakan dasar untuk 
memberatkan pidana yang dijatuhkan pada dirinya. Perbuatan special recidive 
khusus ini pemberatan pidananya hanya dikenakan pada pengulangan yang 
dilakukan terhadap jenis perbuatan pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang 
waktu tertentu, belum lebih lima tahun. 
Sementara itu, tussen stelsel adalah seseorang yang telah diputuskan oleh 
pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang 
dilakukannya, kemudian setelah menjalani pidana hingga bebas, belum 
melampaui lima tahun ia melakukan kejahatan lagi yang masih dalam suatu 
kualifikasi delik dengan kejahatannya yang pertama. Dasar alasan hakim 
memperberat penjatuhan pidana dalam tussen stelsel ini adalah karena orang itu 
membuktikan mempunyai tabiat yang jahat, dan oleh sebab itu dianggap 
merupakan bahaya bagi masyarakat atau ketertiban umum.
23
 
1. Dasar Pemberatan Pidana karena Residivis 
Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum 
(general recidive) yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk dan 
terhadap semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP kita mengatur 
sebagai berikut: 
a. Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana 
tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat menjadi pengulangannya. 
                                                           
23Mahrus Ali, Dasar-Dasar hukum Pidana (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 139-
140. 
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Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-tindak pidana tertentu 
yang disebutkan dalam pasal 486,487,488 KUHP; dan 
b. Diluar kelompok kejahatan dalam pasal 486,487,488 itu, KUHP juga 
menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi 
pengulangan, misalnya pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 501 ayat (2), 512 
ayat (3). 
Pada tindak pidana lain yang tidak masuk pada yang diterangkan pada 
butir a dan b tersebut di atas, tidak dapat terjadi pengulangan. Oleh karena tidak 
mengenal general recidive inilah, maka pengaturannya tidak dimuat dalam buku 
pertama, melainkan dikelompokkan pada ketiga pasal tersebut dalam buku II dan 
pasal-pasal tertentu lainnya dalam Buku II (kejahatan) maupun Buku III 
(pelanggaran). Menurut pasal 486, 487, 488 pemberatan pidana ialah dapat 
ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum pidana (penjara menurut 
Pasal 486 dan 487, dan semua jenis pidana menurut Pasal 488) yang diancamkan 
pada kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan pada recidive yang ditentukan 
lainnya di luar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga 
pasal ini ada juga yang diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman 
maksimum, tetapi banyak yang tidak menyebut “dapat ditambah dengan sepertiga, 
melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja, misalnya dari 6 hari 
kurungan menjadi dua minggu kurungan (492 ayat 2), atau mengubah jenis 
pidananya dari denda diganti dengan kurungan (495 ayat 2, 501 ayat 2). 
Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini ialah terletak 
pada 3 (tiga) faktor, ialah: 
 39 
a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana; 
b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh Negara karena 
tindak pidana yang pertama; dan 
c. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.24 
Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman 
maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 486, 487, dan 488 harus memenuhi 2 (dua) syarat esensial, yaitu: 
a. Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah 
dijatuhkan hakim, atau ia di bebaskan dari menjalani pidana, atau ketika 
ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hak Negara untuk 
menjalankan pidananya belum kadaluwarsa. 
b. Melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu belum lewat 
5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana 
yang dijatuhkan. 
Pada syarat yang pertama, di situ sidebutkan 4 (empat) kemungkinan, ialah: 
1. Telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan; 
2. Telah menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan; 
3. Ditiadakan dari menjalani pidana; atau 
4. Hak Negara untuk menjalankan pidana terhadapnya belum lampau waktu. 
Dalam hal pengulangan, si pembuatnya harus sudah dipidana karena 
melakukan suatu tindak pidana yang pertama kali, karena dalam pasal 486, 487, 
488 disebutkan telah menjalani pidana yang dijatuhkan. Walaupun tidak disebut 
                                                           
24Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2 (Cet. 7;Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h. 
83-84. 
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perihal syarat telah dijatuhkan pidana, tetapi dengan menyebut syarat telah 
menjalani pidana, maka sudah pasti didalamnya mengandung syarat telah dijatuhi 
pidana. 
 Bahwa mengenai pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan terdapat 
beberapa kemungkinan, ialah: 
a. Pertama dilaksanakan seluruhnya; 
b. Kedua dilaksanakan sebagian; 
c. Ketiga pelaksanaannya ditiadakan; 
d. Keempat tidak dapat dilaksanakan berhubung sesuatu halangan yang tidak 
dapat dihindarkan, misalnya sebelum putusan yang mempidananya in 
kracht van gewijsde atau sebelum putusan itu dieksekusi narapidana 
melarikan diri. 
Sebagaimana ketentuan pasal 84 tentang tenggang waktu hapusnya 
kewenangan Negara dalam menjalankan pidana ada 3 (tiga) kategori, ialah: 
1. Mengenai semua pelanggaran lamanya ialah sesudah dua tahun; 
2. Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 
ialah sesudah 5 (lima) tahun; 
3. Mengenai kejahatan lainnya (sama dengan daluwarsa bagi hapusnya 
kewenangan penuntutan pidana) ada 3 kategori, ialah: 
a. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana 
kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, ialah sesudah 
8 (delapan) tahun (6 tahun ditambah sepertiganya); 
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b. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 
(tiga) tahun, ialah sesudah 16 (enam belas) tahun (12 tahun ditambah 
sepertiganya); 
c. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup, ialah sesudah 24 (dua puluh empat) tahun (18 
tahun ditambah sepertiganya). 
Mengenai kapan mulai penghitungan tenggang waktu itu, ditentukan ialah 
sejak menjalani (jika narapidana menjalani pidana yang dijatuhkan), jadi 
hitungannya hari pertama ialah pada hari ia menjalani pidana. Jika pidana 
ditetapkan tidak perlu dijalankan karena pemberian grasi atau ditetapkan dengan 
bersyarat dalam vonis hakim, maka dihitung sejak pidana yang dijatuhkan dengan 
penetapan tidak perlu dijalankan atau sejak vonis yang demikian in kracht van 
gewijsde. Bila karena suatu sebab yang tidak dapat dihindari sehingga pidana 
tidak dapat dijalankan, misalnya narapidana melarikan diri, sehingga dihitung 
berdasarkan tenggang daluwarsa hak Negara menjalankan pidana, sebagaimana 
yang telah dijelaskan diatas, penghitungan  dimulai sejak keesokan harinya setelah 




Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi seseorang melakukan 
residivis, diantaranya: 
1. Faktor lingkungan sosial 
                                                           
25Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, h. 86-88. 
 42 
Lingkungan sosial dikelilingi oleh orang-orang yang menghormati atau 
mentaati hukum dan pada waktu yang sama juga dikelilingi oleh mereka yang 
tidak menghormati hukum. Pergaulan dalam lingkungan sangat memengaruhi 
seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat dalam pergaulan. Edwin H. Sutherland 
dan Donald R. Cresey dalam bukunya Principles of Criminology mengemukakan, 
bahwa proses dimana seseorang bertingkah laku tertentu berdasarkan pada: 
a. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan antara manusia dengan 
manusia lain dalam suatu proses perhubungan (komunikasi). 
b. Bagian yang terpenting dari tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam 
kelompok pergaulan yang intim. 
c. Bila tingkah laku kriminal itu dipelajari, maka pelajaran itu diliputi: cara 
melakukan kejahatan, baik yang sukar maupun yang sederhana serta motif, 
pikiran-pikiran dan sikap-sikap untuk melakukan kejahatan yang spesifik. 
d. Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan dapat 
bervariasi/berubah-ubah dan perubahan-perubahan tersebut tergantung 
pula pada frekuensi (keseringan), duration (suatu jangka waktu tertentu), 
priority (masa lampau), dan intensity (intensitas). 
e. Proses mempelajari tingkah laku kriminal secara bervariasi dengan pola-
pola kriminal dan anti kriminal meliputi di dalamnya sebagaimana kita 
mempelajari segala sesuatu. 
Faktor pergaulan seseorang dengan lingkungan masyarakat dimana ia 
berada turut berpengaruh terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan atau 
pergaulan kejahatan dengan kata lain faktor pergaulan masyarakat sangat 
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berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan itu 
bersumber dari masyarakat dan masyarakat sendiri yang akan menanggung 
akibatnya, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu mencari sebab-
sebab kejahatan dan pengulangan kejahatan ada di dalam masyarakat atau 
pengaruh terhadap lingkungan sosial.
26
 
2. Faktor keluarga 
Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan pondasi primer 
bagi perkembangan anak. Karena itu baik buruknya struktur keluarga dan 
masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya petumbuhan 
kepribadian anak. Yang pada umumnya merupakan produk dari konstitusi defektif 
mental orang tua, anggota keluarga dan lingkungan tetangga dekat, ditambah 
dengan nafsu primitive dan agresivitas yang tidak terkendali. Semua itu 
mempengaruhi mental dan kehidupan anak.
27
 
Banyak bukti menyatakan bahwa tingkah laku asusila dan kriminal orang 
tua serta keluarga lainnya memberikan dampak menular pada jiwa anaknya.anak 
seorang pencuri biasanya cenderung menjadi pencuri pula. Seperti ungkapan yang 
sering kita dengar bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kejadian ini bukan 
disebabkan sifat dan kebiasaan pencuri itu diwariskan kepada anak-anaknya 
sebagai sebagai cirri-ciri karakteristik, akan tetapi karena pekerjaan mencuri itu 
adalah semacam usaha “home industry” (kegiatan keluarga) yang bisa 
mempengaruhi pola tingkah laku dan sikap hidup para anggota keluarga lainnya. 
                                                           
26Made Kastama,“Lingkungan Sebagai Salah Satu Faktor Yang Mempengaruhi 
SeseorangMelakukankejahatan”http://jurnal.stahntp.ac.id/index.php/tampungpeyang/article/downl
oad/36/5(27 November 2017). 
27Kartini Kartono, Patologi Sosial II (Cet. II; Jakarta: CV. Rajawali, 1992), h. 57. 
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Pola kriminal ayah, ibu, atau salah seorang anggota keluarga lainnya. Oleh 
karena itu tradisi, sikap hidup, kebiasaan dan filsafat hidup keluarga itu besar 
sekali pengaruhnya dalam membentuk tingkah laku dan sikap setiap anggota 
keluarga. Dengan kata lain tingkah laku kriminal orang tua mudah sekali menular 
kepada anak-anaknya. Lebih-lebih lagi prilaku ini sangat gampang di oper oleh 
anak-anak puber yang belum stabil jiwanya dan tengah mengalami banyak gejolak 
batin. 
Temperamen orang tua, terutama dari ayah yang agresif meledak-ledak, 
suka marah dan sewenang-wenang serta kriminal, tidak hanya akan 
mentransformasikan efek temperamen, akan tetapi juga menimbulkan iklim yang 
mendemoralisir secara psikis. Sekaligus juga merangsangnya. Pengaruh 
sedemikian ini menjadi semakin buruk terhadap jiwa anak, sehingga mereka 
mudah di jangkiti kebiasaan kriminal tersebut.  
Kualitas rumah tangga atau kehidupan keluarga jelas memainkan peranan 
besar dalam membentuk kepribadian anak. Misalnya, rumah tangga yang 
berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibu, perceraian, hidup terpisah, 
poligami, keluarga yang diliputi konflik keras, semua itu merupakan sumber yang 
subur untuk memunculkan sifat kejahatan pada anak.
28
 Menurut Stephan Hurwitz 
kejahatan atau pengulangan kejahatan dapat muncul ketika keadaan keluarga dan 
rumah yaitu: 
a. Keadaan keluarga tidak wajar karena kelahiran anak di luar pernikahan 
b. Penempatan anak di luar rumah 
                                                           
28Kartini Kartono, Patologi Sosial II (Cet. II; Jakarta: CV. Rajawali, 1992), h. 58-59. 
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c. Keadaan keluarga a-typical lain, mencakup broken home terutama 




3. Faktor pendidikan 
Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang 
sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan 
oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan salah satunya 
yaitu tingkat pendidikan. Seseorang dapat melakukan tindak pidana, karena 
pelaku tindak pidana hanya lulusan SD, SMP, bahkan banyak yang Buta Huruf. 
Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh dalam kepemilikan penghasilan, 
karena tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka seseorang sulit 
mencari pekerjaan, karena tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tidak 
pasti tadi, maka seseorang melakukan tindak pidana bahkan mengulangi tindak 
pidana tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi yang segera dipenuhi. 
4. Faktor kesejahteraan 
Tahun-tahun sebelum Masehi Plato telah menyatakan bahwa kekayaan dan 
kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang. Yang miskin sukar memenuhi 
kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan 
kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala macam 
hiburannya. Berhubungan dengan itu, pada abad pertengahan Thomas Van 
Aquino mengatakan bahwa kemiskinan memberikan kesempatan untuk berbuat 
jahat. Tentu jelas bahwa ada hubungan antara perekonomian dan kejahatan. 
                                                           
29L. Mulyanto, Kriminologi (Cet. I;Jakarta PT. Bina Aksara, 1982), h. 112. 
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Perubahan dan perbedaan dalam kesejahteraan menimbulkan banyak konflik-
konflik yang mendorong orang melakukan kejahatan. Perubahan kesejahteraan 
pada seseorang dapat berupa: 
a. Sesuatu kemunduran dalam kesejahteraan dan; 
b. Suatu kenaikan kesejahteraan. 
Sesuatu yang menimpa secara mendadak menimbulkan ketegangan antara 
pengeluaran dan pemasukan uang belanja dan berbagai kewajiban seperti 
membayar sewa rumah dan belanja kebutuhan dapur, serta bayaran sekolah tidak 
mungkin diberhentikan sekaligus sehingga keadaan kurangnya menjadi kurang 
lagi. Keadaan susah ditambah dengan tekanan jiwa karena perasaan tidak puas 
dan kepekaan terhadap peraturan dan adat istiadat golongan yang mengikat 
memudahkan timbulnya kejahatan, baik terhadap keselamatan badan maupun 
terhadap harta benda. Pelaku kejahatan macam ini karena mengalami krisis. 
Orang merasa serba susah bergaul dengan teman. Teman yang dahulu 
sejajar kedudukannya, merasa dirinya lebih tinggi, sedangkan untuk bergaul 
dengan orang-orang yang sudah terlebih dahulu tinggi tingkatnya merasa 
canggung. Perasaan yang serba tidak menentu inilah menimbulkan konflik-konflik 
yang dapat menjadi sebab musabab kejahatan. Untuk menjaga jangan sampai 
terjadi kemunduran hartanya orang menjadi serakah dan dalam kelupaan, orang 





                                                           





Metodologi penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat 
memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa, dan 
memahami keadaan lingkungan tempat dilaksanakannya suatu penelitian.
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 Untuk 
memecahkan permasalahan tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi : 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Field 
Research Kuantitatif.  Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di Kota Bantaeng, 
dalam hal ini Rumah Tahanan Kelas IIB Bantaeng, pilihan lokasi penelitian 
tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa institusi tersebut merupakan istansi 
yang berkompoten dan berwenang untuk melaksanakan pembinaan terhadap 
Narapidana untuk mencegah terjadinya Residivis. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
pendekatan hukum yuridis-empiris. Secara yuridis dengan mengkaji peraturan 
tentang pembinaan narapidana yang terdapat dalam Undang-undang nomor 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, kemudian secara empiris yaitu mengkaji 
kenyataan yang terjadi di Rumah Tahanan Kelas II Bantaeng tentang proses 
pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana. 
                                                           
31H.Ishaq,  Metode Penelitian Hukum  (Bandung: ALFABETA, 2017), h. 38. 
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C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Data primer adalah data yang diporeleh langsung dilokasi penelitian yaitu 
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng. Sumber data primer ini 
adalah hasil dari wawancara dengan pihak pegawai Rumah Tahanan Kelas 
IIB Bantaeng bagian pembinaan dan beberapa naraipidana residivis. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library 
Research) yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-
undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan 
masalah yang dibahas. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam pembahasan penulisan skripsi ini, diperlukan data yang cukup sebagai 
bahan analisis. Selanjutnya untuk menentukan data yang diperlukan, maka 
digunakan teknis pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.
32
 
Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara 
Kelas IIB Bantaeng. 
2. Wawancara, yaitu penulis mengadakan Tanya jawab dengan pihak-pihak 
yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini adalah 
                                                           
32Burhan Bungin, Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Kencana, 2009), h. 115. 
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pihak yang berkompoten terhadap pembinaan narapidana yakni pimpinan 
lembaga pemasyarakatan kelas IIB Bantaeng dan narapidana residivis. 
3. Metode Kuesioner 
Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau 
membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti 
kepada responden. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang 
relevan dengan tujuan penelitian, memperoleh informasi sedetail mungkin 
dan seakurat mungkin. 
4. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-
dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Adapun instrumen penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informan yang berupa daftar pertanyaan. 
3. Kuesioner 
Membagikan selembaran pertanyaan kepada informan untuk memperoleh 
informasi. 
4. Buku Catatan dan Alat Tulis 
Alat ini digunakan untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. 
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5. Kamera  
Alat ini digunakan untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan informan. 
6. Tape Recorder 
Berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan 
informan. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Pengolahan data di artikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan 
yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Adapun metode 
pengolahan data dalam penelitian ini, yaitu : 
a. Identifikasi data, yaitu melakukan proses klarifikasi terhadap data yang 
diperoleh dalam penelitian. 
b. Koding data, yaitu penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan 
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal 
pada permasalahan dengan cara member kode-kode tertentu pada setiap data 
tersebut. 
c. Tabulasi, yaitu proses penyusunan data dalam bentuk tabel. 
d. Editing data, yaitu pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keragu-raguan atas 
data yang diperoleh dari hasil wawancara. 
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2. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder di olah 
dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian 
disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna 
memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil 
penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Bantaeng merupakan unit 
pelaksanaan dari Diktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak 
Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, di bawah Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. RUTAN Kelas IIB Bantaeng 
mempunyai tugas melaksanakan perawatan tahanan, tersangka, terdakwa sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumah Tahanan Negara 
Kelas IIB Bantaeng terletak di Jalan Mawar Nomor 9 Bantaeng, dibangun tahun 
1908 dengan luas tanah 3.460    dengan sertifikat hak pakai atas nama 
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor: 20.22.1001.02.4.00094 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:  
a. Sebelah utara berbatasan dengan perumahan penduduk; 
b. Sebelah timur berbatasan dengan kantor Kodim 1404 Bantaeng; 
c. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya; 
d. Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya. 
RUTAN Kelas IIB Bantaeng juga dijadikan sebagai tempat untuk membina 
narapidana, mengingat kapasitas Lembaga Pemasyarakatan telah melebihi 
kapasitas. RUTAN Kelas IIB Bantaeng memiliki kapasitas isi 46 orang, hingga 21 
November 2017 tercatat penghuni RUTAN Kelas IIB Bantaeng mencapai 143 
orang. Dimana dari 143 warga binaan tersebut, 80 orang merupakan narapidana, 8 
orang merupakan titipan kepolisian, 10 orang merupakan titipan. 
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kejaksaan, 39 merupakan titipan pengadilan, 2 orang tingkat banding, dan 4 orang 
tingkat kasasi. Karena telah melebihi kapasitas yang seharusnya, saat ini Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng telah dinyatakan over kapasitas. Hal ini 
senada dengan apa yang dikatakan bapak Mas’ud selaku Pegawai Rumah Tahanan 
Negara Kelas IIB Bantaeng bagian pelayanan tahanan bahwa:  
“kondisi Rutan saat ini telah melebihi kapasitas. Dimana kapasitas hunian 
yang seharusnya 46 orang, sekarang telah mencapai 143 orang penghuni. 
Narapidana akan dikirim lagi nantinya ke Lapas tertentu. Namun bagi 
narapidana yang memiliki kinerja bagus bisa dipertahankan hingga masa 
pidananya selesai.”33 
 
Sepanjang perjalanannya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng 
terus berkembang beriringan dengan tingkat kebutuhan Rumah Tahanan itu 
sendiri, sebagai upaya mengoptimalkan proses perawatan maupun pembinaan 
terhadap warga binaannya. Sebagaimana menurut penuturan Bapak Mansur selaku 
Kepala Staf Pelayanan Tahanan bahwa:  
“selama saya ditugaskan di sini, saya menjadi salah seorang saksi 
bagaimana rutan ini terus berkembang, salah satunya adalah atribut-atribut 
kelembagaan, termasuk itu kami menempel visi-misi di tempat yang 
umum tujuannya supaya petugas bisa terus melihat dan tahu arti visi-misi 
itu.”34 
 
Visi dari RUTAN Kelas IIB Bantaeng adalah memulihkan kesatuan 
hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan 
sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Misi 
dari RUTAN Kelas IIB Bantaeng adalah melaksanakan pelayanan dan perawatan 
terhadap tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan 
                                                           
33Mas’ud (48 tahun), Staf Pelayanan Tahanan Rutan Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 20 
November 2017. 
 
34Mansur (48 tahun),  Kepala Staf Pelayanan Tahanan Rutan Bantaeng, Wawancara, 
Bantaeng 20 November 2017. 
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dalam kerangka hukum, pencegahan dan penanggulangan serta pemajuan dan 
perlindungan Hak Asasi Manusia. 
Adapun tujuan dari Rumah Tahanan Kelas IIB Bantaeng sebgai berikut: 
a. Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi tahanan dalam rangka 
memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan; 
b. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang 
bertaqwa kepada Tuhan yang Maha esa, menyadari kesalahannya, 
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 
diterima kembali oleh masyarakat serta berperan aktif dalam 
pembangunan. 
RUTAN Kelas IIB Bantaeng dalam menjalankan program tetap 
berlandaskan hukum sebagai berikut: 
a. Pancasila; 
b. Undang-undang Dasar 1945; 
c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 
d. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; 
e. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan; 
f. Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib 
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan; 
g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : M.HH-01.OT.01.01 
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM 
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R.I. Nomor: M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Departemen Hukum dan HAM R.I.; 
h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 
PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah. 
RUTAN Kelas IIB Bantaeng dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan 
terus berbenah terutama dalam meningkatkan jumlah petugas. Saat ini petugas 
yang terdaftar berjumlah 38 orang, terbagi menjadi satu pimpinan dan tiga seksi 
dan masing-masing seksi dikoordinatori oleh satu orang petugas senior. 
a. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng  
Sama dengan pimpinan setiap organisasi pada umumnya, pimpinan 
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng adalah dia yang bertanggung 
jawab penuh terhadap keberlangsungan proses perawatan tahanan dan 
pembinaan narapidana. 
b. Seksi Pengelolaan  
Seksi pengelolaan yang berjumlah 7 orang ini, salah satu tugas 
pokoknya adalah perbaikan sarana dan prasarana. Pada dasarnya seksi ini 
bertanggung jawab akan pengawasan system pengorganisasian yang baik, 
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, serta fasilitas lain yang 
dibutuhkan dalam menjalankan program kelembagaan. 
c. Seksi Pelayanan Tahanan 
Seksi pelayanan tahanan yang berjumlah 8 orang ini, bertugas 
untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban warga binaan. 
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d. Seksi Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) 
Seksi ini terdiri dari 4 staf, 4 kepala regu dan 12 anggota regu. 
Pada dasarnya seksi inilah yang berperan aktif dan sebagai salah satu 
penentu dalam upaya mengoptimalkan proses pembinaan. 
 
B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Seorang Narapidana Melakukan 
Residivis 
Kejahatan yang semakin hari semakin banyak harus diwaspadai. Untuk 
mengetahui tingkat perkembangan kejahatan di Kota Bantaeng, maka berikut ini 
penulis menganalisis data dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng 
selama kurang waktu lima tahun terakhir ini yakni dari tahun 2013 sampai 2017. 
Untuk itu peneliti memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 
Tabel 1 
Jumlah Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 






2013 2014 2015 2016 2017 
1 Narkotika 10 8 19 37 56 130 
2 Penipuan 2 4 1 - 9 16 
3 Kealpaan 13 12 11 9 6 51 
4 Pembunuhan 4 2 10 7 5 28 
5 Pencurian 13 12 20 29 33 107 


















2013 2014 2015 2016 2017 
9 Penganiayaan 26 27 32 27 42 154 
10 Penggelapan 2 - 1 5 7 15 
11 Pemalsuan surat - 1 - 2 1 4 
12 Senjata tajam 23 8 24 49 30 134 
13 Pornografi - 1 - - 1 2 
14 Asusila 2 1 1 1 - 5 
15 Perjudian 3 24 22 17 5 71 
16 Pengancaman - 2 - - - 2 
17 Penculikan 1 1 2 3 3 10 
18 Pencabulan - - 5 - - 5 
19 Penadahan - - 1 4 8 13 
  Total 105 113 161 208 228 815 
Sumber : Buku Register Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng pada tanggal 
21 November 2017 
 
Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah narapidana di RUTAN Kelas IIB 
Bantaeng mengalami peningkatan tiap tahunnya yaitu pada tahun 2013 tercatat 
105 narapidana, tahun 2014 tercatat 113 narapidana, 2015 tercatat 161 narapidana, 
2016 tercatat 208 narapidana dan hingga November 2017 tercatat ada 228 
narapidana. Sehingga jumlah narapidana yang tercatat pada tahun 2013-2017 di 
RUTAN Kelas IIB Bantaeng berjumlah 815 orang narapidana. 
 Berikut adalah data tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang 
telah melakukan pengulangan tindak pidana (Residivis) yang diperoleh dari hasil 
penelitian yang dilakukan di RUTAN Kelas IIB Bantaeng pada tanggal 21 
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Tabel 2 
Jumlah Narapidana yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana 






2013 2014 2015 2016 2017 








3 3 5 7 8 26 




- 2 - 2 - 4 
6 Perjudian - 1 3 2 1 7 




- - 1 2 - 3 
9 Penggelapan - - - 3 4 7 
10 Penipuan - - - - 1 1 
11 Penadahan - - - - 3 3 
  Jumlah 11 16 21 36 41 125 
Sumber : Buku Register Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng pada tanggal 
21 November 2017 
 
Tabel tersebut menjelaskan bahwa jumlah narapidana residivis di RUTAN 
Kelas IIB Bantaeng juga mengalami peningkatan tiap tahunnya yaitu pada 2013 
tercatat ada 11 orang narapidana, ditahun 2014 tercatat 16 orang narapidana, 
ditahun 2015 tercatat 21 orang narapidana, ditahun 2016 tercatat 36 orang 
narapidana, dan pada tahun 2017 hingga bulan November tercatat 41 orang 
narapidana. Sehingga jumlah narapidana yang melakukan pengulangan kejahatan 
pada tahun 2013-2017 di RUTAN Kelas IIB Bantaeng berjumlah 125 orang 
narapidana. 
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Untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi seorang narapidana 
mengulangi melakukan kejahatan (Residivis) setelah mendapatkan pembinaan di 
RUTAN Kelas IIB Bantaeng maka penulis menggunakan metode wawancara 
terbuka oleh beberapa narapidana yang telah beberapa kali mengulangi melakukan 
kejahatan (Residivis) dan petugas pembinaan narapidana yang ada di RUTAN 
Kelas IIB Bantaeng. 
Berikut ini adalah hasil wawancara langsung terhadap responden yang 
telah dipilih khusus oleh penulis berdasarkan kapasitasnya untuk mendapatkan 
informasi yang akurat guna untuk menyelesaikan penelitian ini. 
Tabel 3 
Pendapat Responden Tentang Faktor-faktor yang Memengaruhi Narapidana 
Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residivis). 
No. Faktor Penyebab Frekuensi/Narasumber Presentase 
1 Masalah ekonomi 8 26% 
2 Lingkungan Pergaulan 11 36,7% 
3 
Peran dari perkembangan 
Iptek (informasi dan 













6 Kurangnya pendidikan 3 10% 
Jumlah 30 100% 
Sumber : Data hasil olahan wawancara responden yang dilakukan pada tanggal 22 
November 2017 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng. 
 
 Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 6 faktor yang 
memengaruhi narapidana melakukan pengulangan tindak pidana (Residivis). 
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Faktor yang paling banyak adalah faktor lingkungan pergaulan. Beberapa faktor 
tersebut sesuai dengan faktor-faktor menurut beberapa ahli yang terdapat pada bab 
II diantaranya:  
1. Faktor lingkungan sosial 
2. Faktor kesejahteraan 
3. Faktor pendidikan 
4. Faktor keluarga 
 Adapun hasil wawancara dengan petugas RUTAN Kelas IIB Bantaeng 
bagian pembinaan narapidana mengenai faktor yang memengaruhi narapidana 
melakukan residivis menyebutkan bahwa pada dasarnya banyak faktor yang dapat 
menyebabkan terjadinya tindak pidana yang di lakukan seseorang selaku residivis 
adalah: 
1. Kurangnya kasih sayang dan pengawasan orang tua. 
Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan. Bukan 
hanya timbulnya kejahatan tapi juga diulanginya kejahatan tersebut  terutama bagi 
remaja. Seperti yang Bapak Makmur selaku Kepala Staf Pembinaan Narapidana di 
Rutan Bantaeng  katakan bahwa kurangnya dukungan keluarga seperti kurangnya 
perhatian orang tua terhadap aktivitas anak, kurangnya penerapan disiplin, 
kurangnya kasih sayang orang tua dapat memicu timbulnya kejahatan bahkan 
memicu diulanginya kejahatan. Perselisihan dalam keluarga atau stress yang 
dialami keluarga juga berhubungan dengan kenakalan hingga kejahatan. Sehingga 
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walaupun sudah menjalani hukuman di Rutan ini merekamasih mengulanginya 
karena kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari orang tua.
35
 
2. Lingkungan pergaulan 
Faktor ini merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap 
timbulnya kejahatan. Lingkungan yang buruk rawan dalam hal kejahatan. Bapak 
Ahmad mengatakan bahwa pada umumnya pelaku kenakalan atau kejahatan 
bergaul dalam lingkungan atau memasuki kelompok orang-orang yang sering 
melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga 
meraka menjadi ikut-ikutan, ini merupakan dampak dari rasa kemanusiaan, 
solidaritas antar teman, pergaulan secara kelompok, seorang yang melakukan 
kejahatan tidak terlepas dari rasa gengsi dan harga diri serta ingin menunjukkan 
kepada kelompoknya bahwa ia juga dapat berbuat sesuatu. Dengan demikian, ini 
merupakan suatu hal yang berkorelasi antara lingkungan yang buruk terhadap 




Kondisi ekonomi memiliki hubungan erat terjadinya pengulangan 
kejahatan (Residivis). Bapak Arham Jaya berpendapat bahwa keadaan ekonomi 
sering dijadikan alat oleh para pelaku kejahatan atau pelaku residivis, karena 
himpitan ekonomi, maka mereka terpaksa melakukan kejahatan. Mereka sering 
                                                           
35Mansur (48 tahun), Kepala Staf Pelayanan Tahanan Rutan Bantaeng, Wawancara, 
Bantaeng, 21 November 2017. 
 
36Ahmad (57 tahun), Staf Pelayanan Tahanan Rutan Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 21 
November 2017. 
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 Menurut penulis sendiri berdasarkan pengamatan langsung yang penulis 
lakukan di Rumah Tahanan Kelas IIB Bantaeng, salah satu faktor pendukung 
mengapa narapidana melakukan pengulangan kejahatan (Residivis) karena para 
narapidana dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas seperti Televisi di ruagan mereka 
yang seharusnya menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga 
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada pasal 4 terdapat larangan untuk 
narapidana bagian (i) menyebutkan bahwa Narapidana dilarang “Melengkapi 
kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik 
lainnya”. Hal tersebut membuat narapidana seperti di rumah sendiri dan membuat 
mereka merasa nyaman sehingga dapat memicu terjadinya pengulangan tindak 
pidana.  
Faktor lainnya menurut penulis yaitu respon masyarakat yang kurang 
percaya kepada narapidana yang telah menjalani hukumannya sehingga mereka 
susah berinteraksi dengan masyarakat dan susah mendapatkan pekerjaan karena 
selama berada di Rumah Tahanan hasil pembimbingan yang dilakukan oleh 
petugas Rumah Tahanan walaupun ada bimbingan kemandirian (keterampilan 
kerja) namun itu sifatnya hanya sebagai bekal dalam mencari pekerjaan, dan 
untuk sampai menyalurkan ke tempat kerja dari pihak Rumah Tahanan sendiri 
belum bisa menyalurkannya, sehingga narapidana harus mencari pekerjaan sendiri 
                                                           
37Arham Jaya (40 tahun), Staf Pelayanan Tahanan Rutan Bantaeng, Wawancara, 
Bantaeng, 21 November 2017. 
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dan ini menjadi dilema bagi narapidana, di satu sisi keberadaan mantan 
narapidana di tengah-tengah masyarakat masih dianggap jahat. Di sisi lain 
narapidana walaupun dibekali dengan keterampilan khusus namun tidak disertai 
dengan penyaluran ke bursa kerja ataupun pemberian modal sehingga mantan 
narapidana tidak dapat mengembangkan bakat dan keterampilannya, padahal satu-
satunya peluang bagi mantan narapidana adalah berwiraswasta atau membuka 
usaha sendiri yang kemudian mantan narapidana beranggapan bahwa dirinya tidak 
diterima di lingkungannya dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan 
pekerjaan serta satu-satunya jalan adalah mencari jalan pintas yaitu mengulangi 
lagi perbuatan kejahatannya. 
 
C. Langkah-Langkah yang Dilakukan Rumah Tahanan Kelas IIB Bantaeng 
Untuk Mengoptimalkan Pembinaannya Dalam Mencegah Terjadinya 
Residivis 
Pada prinsipnya Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara 
sebagai wadah pembinaan untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan. 
Fungsi dan tugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan 
Negara dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana setelah 
menjalani hukuman dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Masyarakat 
diharapkan dapat menjadikan mereka sebagai warga masyarakat yang mendukung 
ketertiban dan keamanan. Usaha pembinaan terpidana dimulai sejak hari pertama 
ia masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara 
sampai dengan saat ia lepas. 
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 RUTAN Kelas IIB Bantaeng melakukan pembinaan yang pada dasarnya 
tidak terlepas dari pedoman pembinaan narapidana yang telah ditetapkan oleh 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan Bapak Makmur selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng menjelaskan bahwa upaya penanggulangan 
untuk residivis dilakukan pembinaan seperti narapidana lainnya, tidak ada 
pembinaan yang kami berikan secara khusus. Bahkan tidak ada pemisahan dan 
pembedaan pembinaan bagi semua tahanan dan narapidana.
38
 Hal ini pada 
dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 12 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimana dalam rangka 
pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan 
penggolongan atas dasar: 
1. Umur; 
2. Jenis kelamin; 
3. Lama pidana yang dijatuhkan; 
4. Jenis kejahatan; dan 
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan 
pembinaan. 
 
Permasalahan tersebut terjadi mengingat bahwa tugas pokok dari RUTAN 
adalah perawatan tahanan, tersangka, selain itu kondisi RUTAN yang telah over 
kapasitas yang tak sebanding dengan jumlah pegawai RUTAN Kelas IIB 
Bantaeng saat ini, sehingga membuat petugas pembinaan kewalahan jika harus 
mengelompokkan Tahanan/Narapidana berdasarkan penggolongan tersebut. 
Penguasaan model pembinaan menjadi sangat penting untuk dipahami oleh para 
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petugas dilapangan. Pembinaan yang terbagi kedalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap 
awal, tahap lanjutan dan tahap terakhir merupakan sistem yang harus diterapkan 
secara efektif di lapangan, namun pada kenyataannya tidak ada perbedaan 
pembinaan yang terjadi pada setiap tahapan pembinaan di RUTAN Kelas IIB 
Bantaeng. Petugas RUTAN Kelas IIB Bantaeng hanya membagi tahapan 
pembinaan Narapidana berdasarkan lama pidana yang telah dijalani seperti: 
1. Tahap awal (awal masuk s.d 1/3 masa pidana); 
2. Tahap pembinaan I ( 1/3 sampai ½ masa pidana); 
3. Tahap pembinaan II (1/2 sampai akhir masa pidana). 
Adapun pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Bantaeng sebagai upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana 
dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. 
Langkah-langkah untuk mengoptimalkan pembinaan tersebut sebagai berikut: 
a. Pembinaan Kepribadian 
1. Manepaling 
Manepaling adalah singkatan dari masa pengenalan lingkungan. Masa 
Manepaling adalah masa awal yang harus dijalani oleh narapidana setelah masuk 
ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng. Pada masa Manepaling 
narapidana akan mendapatkan pembekalan mengenai peraturan dan kewajiban-
kewajiban sebagai narapidana. Seperti yang dikatakan oleh Abd. Arfan (34 Tahun, 
Narkotika): 
“Pertama masuk semua barang bawaan diperiksa oleh petugas. 
Setelah itu kita di daftar sebagai narapidana baru, dan diberi bimbingan 
mengenai peraturan Rutan dan kewajiban sebagai narapidana seperti 
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mengikuti pembinaan, dan setelah itu kami dibawah ke kamar yang sudah 
ditentukan oleh petugas Rutan.”39 
 
Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa saat narapidana 
masuk ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng mereka di data dan 
digeledah baik badan maupun barang bawaanya. Kemudian dilakukan pengenalan 
lingkungan yang bertujuan agar narapidana dapat beradaptasi dengan lingkungan 
di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng. Diberi arahan mengenai tata 
tertib, hak dan kewajiban narapidana agar narapidana paham program apa saja 
yang diberikan selama mereka menjalani masa pidana. Hal ini sesuai dengan 
pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis pada hari Senin, 27 November 
2017. Dan proses pendaftaran yang dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Bantaeng telah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan meliputi : 
a. Pencatatan: 
1. Putusan pengadilan; 
2. Jati diri; 
3. Barang dan uang yang dibawa; 
b. Pemeriksaan kesehatan; 
c. Pembuatan pasfoto; 
d. Pengambilan sidik jari; dan 
e. Pembuatan berita acara serah terima terpidana. 
 
2. Pembinaan Mental Kerohanian 
Pembinaan mental kerohanian bertujuan untuk meningkatkan keimanan 
dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga narapidana dapat 
menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan yang salah, juga dapat 
mencegah mereka melakukan pengulangan tindak pidana. Pelaksanaan pembinaan 
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kepribadian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng dilakukan dengan 
pembinaan kesadaran beragama seperti pembelajaran sholat, penyuluhan agama, 
belajar baca tulis Al-qur’an, khotbah, dzikir bersama dan kegiatan keagamaan 
lainnya. Pembinaan tersebut dilaksanakan tiga kali dalam seminggu yaitu hari 
selasa, rabu, dan kamis tetapi pengajian dilakukan setiap hari dari pukul 08.00-
09.00 pagi. 
 Untuk membuat pembinaan ini lebih optimal Rumah Tahanan Negara 
Kelas IIB Bantaeng bekerjasama dengan Kementerian Agama. Pembinaan ini 
diikuti oleh semua narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng. 
Seperti yang di ungkap oleh Wahyudi (28 Tahun, Pencurian dengan kekerasan) : 
“kami mengikuti pembinaan rohani dan pengajian setiap hari 
karena pembinaan ini memang sangat dibutuhkan untuk kelanjutan 
sosialisasi di kemudian hari jika sudah keluar dari Rutan.”40 
 
Selain itu, hal senada juga diungkap oleh Rahim (19 Tahun, 
Penganiayaan): 
“Selain karena kewajiban, saya mengikuti pembinaan karena ingin 
pandai mengaji dan setiap malam sabtu setelah mendengarkan khotbah 
kami dzikir bersama. Ini peluang belajar yang bagus untuk hari esok.”41 
 
Ada pula yang beralasan untuk mendapat remisi. Ahmad (48 Tahun, 
Narkotika): 
 
“Kalau kita tidak ikut pembinaan, kita tidak bisa dapat remisi.”42 
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Wahyudi (28 tahun), Narapidana Rutan Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 23 November 
2017. 
41 Rahim (19 tahun), Narapidana Rutan Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 23 November 
2017. 
42 Ahmad (48 tahun), Narapidana Rutan Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 23 November 
2017. 
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3. Pembinaan Jasmani 
Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran 
narapidana sekaligus mengasah bakat-bakat yang dimiliki oleh para narapidana. 
Pembinaan ini dilaksanakan setiap hari sabtu. Kegiatan yang dilaksanakan antara 
lain : senam pagi, takrow, volly, dan tenis meja. Seperti yang diungkap Mansur 
selaku kepala subsi pelayanan tahanan bahwa pembinaan jasmani atau olahraga 
dilakukan setiap hari sabtu. Seperti senam pagi mulai pukul 07.00 sampai 08.00 
kemudian dilanjutkan dengan olahraga lain yang digemari oleh para narapidana 
seperti olahraga takrow, volly, dan tenis meja. Kegiatan ini di ikuti oleh semua 
narapidana dan terkadang olahraga ini juga diikuti oleh petugas Rutan. Instruktur 
senam berasal dari petugas Rutan sendiri.
43
 
Kegiatan ini dimaksudkan selain dapat menjaga kesehatan dan kebugaran 
narapidana, juga agar terjalin hubungan yang harmonis antara petugas Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng dan Narapidana sehingga mendukung 
pembinaan. Hal ini terlihat dengan keikutsertaan petugas Rumah Tahanan Negara 
Kelas IIB Bantaeng dalam melakukan olahraga pada hari Sabtu. 
b. Pembinaan Kemandirian 
Pembinaan kemandirian di RUTAN Kelas IIB Bantaeng memiliki program 
kegiatan yaitu Pembinaan Kerja (BIMKER). Pembinaan ini bertujuan untuk 
memberi kesempatan kepada narapidana agar jika mereka bebas nanti bisa 
dijadikan mata pencaharian terutama bagi narapidana yang melakukan 
pengulangan tindak kejahatan karena masalah ekonomi. Adapun kegiatan 
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pembinaannya yaitu pembuatan kerajinan tangan dengan memanfaatkan bahan 
bekas seperti pembuatan asbak, lemari, cermin, bingkai foto dari Koran, 
pembinaan menjahit, pembinaan budi daya ikan, pembinaan memperbaiki 
kendaraan bermotor, pembinaan pembuatan pagar besi. Pembinaan dilaksanakan 
setiap hari. Pembinaan ini diperuntukan bagi semua narapidana RUTAN Kelas 
IIB Bantaeng dengan diawasi oleh petugas Rumah Tahanan. Yang mana petugas 
Rumah Tahanan telah dibagi 4 regu yang akan bergantian melakukan pengawasan 
dan pengamanan di Rumah Tahanan. Seperti yang di ungkap oleh  Makmur selaku 
staf pelayanan tahanan bahwa pembuatan kerajinan dilakukan setiap hari. Bagi 
narapidana yang ingin membuat kerajinan mereka bisa ke ruangan yang telah di 
sediakan. Banyak hasil kerajinan mereka yang bagus. Namun mengenai 
pemasaran hanya sebatas pemesanan saja.
44
 
Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan hasil 
kerajinan dari narapidana belum terdapat kerjasama yang baik antara pihak 
Rumah Tahanan dengan Masyarakat. Hal ini terlihat dari penjualan yang 
dilakukan hanya pada saat ada pemesanan ataupun pengungjung yang tertarik 
membeli hasil karya narapidana. Adapun mengenai hasil penjualan kerajinan, 
hasilnya dibagikan kepada narapidana sebagai upah/premi hasil dari kerajinan 
mereka. Dalam hal ini untuk mengoptimalkan pembinaan keterampilan, kerjasama 
dengan masyarakat masih sangat diperlukan untuk pemasaran hasil karya 
narapidana. Hal inipun sesuai dengan konsep pemasyarakatan yang menginginkan 
adanya keterlibatan masyarakat, instansi pemerintah dan swasta dalam proses 
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pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam konsep pemasyarakatan, unsur 
masyarakat baik secara perorangan maupun lembaga dan instansi pemerintah 
menjadi pihak penting untuk membiasakan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam 
kehidupan nyata sehari-hari dimasyarakat. 
Selanjutnya untuk mengukur apakah pembinaan yang diberikan petugas 
RUTAN Kelas IIB Bantaeng kepada narapidana optimal atau tidak, penulis 
melakukan penelitian dengan teknik kuesioner dimana yang menjadi responden 
adalah narapidana di RUTAN Kelas IIB Bantaeng yaitu 80 responden/narapidana. 
Salah satu pertanyaan yang diberikan kepada narapidana adalah apakah anda 
mengalami perubahan perilaku selama di RUTAN karena pembinaan yang 
diberikan. Adapun jawaban dari narapidana selaku responden yaitu: 
Tabel 4 
Jawaban Responden Mengenai Apakah Anda Mengalami Perubahan Perilaku 
Selama di Rumah Tahanan Karena Pembinaan Yang Diberikan. 
No. Jawaban Jumlah Presentase 
1 Ya 76 95% 
2 Tidak 4 5% 
Jumlah 80 100% 
 
Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, penulis mendapat hasil bahwa dari 
80 narapidana, 76 narapidana mengalami perubahan perilaku salama berada di 
RUTAN Kelas IIB Bantaeng karena pembinaan yang diberikan, sedangkan 4 
narapidana tidak mengalami perubahan perilaku. Dari hasil di atas tampak bahwa 
hampir semua narapidana mengalami perubahan perilaku selama dibina di 
RUTAN Kelas IIB Bantaeng. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan yang 
diberikan bisa dikatakan sudah optimal. 
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Pertanyaan kedua yang diberikan untuk mengetahui apakah pembinaan 
yang dilakukan sudah optimal atau tidak yaitu, menurut anda pembinaan yang 
diberikan oleh RUTAN dapat mencegah anda melakukan pengulangan tindak 
pidana kembali. Adapun jawaban dari narapidana selaku responden: 
Tabel 5 
Jawaban Responden Mengenai Apakah Pembinaan Yang di Berikan Oleh Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng dapat mencegah anda melakukan 
pengulangan tindak pidana kembali. 
No. Jawaban Jumlah Presentase 
1 Ya 67 83,75% 
2 Tidak 13 16,25% 
Jumlah 80 100% 
 
Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, penulis mendapat hasil bahwa dari 
80 narapidana, 67 narapidana mengatakan pembinan yang diberikan RUTAN 
Kelas IIB Bantaeng dapat mencegah mereka melakukan pengulangan tindak 
pidana, sedangkan 13 narapidana mengatakan tidak. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa pembinaan yang diberikan bisa dikatakan sudah optimal tetapi perlu 
ditingkatkan lagi dan perlu dicarikan solusi karena ada 13 narapidana yang 
mengatakan bahwa pembinaan yang diberikan tidak dapat mencegah mereka 










Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor yang memengaruhi narapidana melakukan pengulangan 
tindak pidana yaitu: masalah ekonomi, lingkungan pergaulan, kurangnya 
pengawasan dari orang tua, peran dari perkembangan informasi dan 
teknologi yang berdampak negatif, kurangnya pendidikan. Diantara faktor-
faktor tersebut, yang paling banyak adalah faktor ekonomi dan lingkungan 
pergaulan. 
2. Bentuk pembinaan yang dilakukan petugas Rumah Tahanan Negara Kelas 
IIB Bantaeng dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana sama 
seperti pembinaan narapidana pada umumnya diantaranya, pembinaan 
mental kerohanian. Dalam melakukan pembinaan ini petugas Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng bekerjasama dengan Kementerian 
Agama agar pembinaan ini lebih optimal. Petugas Rumah Tahanan Negara 
Kelas IIB Bantaeng juga memberikan program pelatihan dan pembinaan 
keterampilan bagi narapidana sebagai bekal modal kerja selepas menjalani 
masa pidananya. Dan berdasarkan hasil kuesioner mengenai apakah 
narapidana mengalami perubahan perilaku selama berada di RUTAN 
Kelas IIB Bantaeng karena pembinaan yang diberikan, dari 80 narapidana, 
76 narapidana mengatakan Ya dan 4 mengatakan Tidak. Hal tersebut dapat 
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menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan RUTAN Kelas IIB 
Bantaeng bisa dikatakan sudah optimal. 
 
B. Saran 
1. Agar pembinaan yang diberikan kepada narapidana lebih optimal, maka 
perlu dilakukan kerjasama dengan masyarakat seperti hasil keterampilan 
yang dibuat narapidana bisa dijual kepada masyarakat atau dijual ditoko 
dan hasilnya diberikan kepada narapidana untuk modal setelah keluar dari 
Rumah Tahanan Kelas IIB Bantaeng. 
2. Perlu dilakukan pembinaan khusus kepada narapidana residivis dan agar 
pembinaan berjalan dengan baik, maka sumber daya manusia petugas 
pemasyarakatan perlu tambah dan ditingkatkan sehingga memiliki bekal 
yang cukup dalam melakukan tugasnya, mengingat Rumah Tahanan 
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